
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan  ketentuan  Pasal 320 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun  2015  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala daerah
menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan
yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6
(enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 Tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Tingkat I Bali,  Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
1649);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang  Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2004 Nomor
5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia  Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia  Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  Pemerintahan
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali Terakhir
dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
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Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2004 Nomor 126
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028)

9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4574);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56  Tahun 2005 tentang Sistim
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71  Tahun 2010 tentang Stándar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
5,Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

17. Peraturan Pemerintah Nomor  18  Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif  Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6057);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42,Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);
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19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006  tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber
dari APBD sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari APBD;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Stándar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada
Pemerintah Daerah;

22. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007
Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 12);

23. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 13 Tahun
2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019
berupa Laporan Keuangan yang memuat :
a. Laporan Realisasi Anggaran;
b. Perubahan SAL;
c. Neraca;
d. Laporan Operasional;
e. Laporan Arus Kas;
f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
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(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri
dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik
Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2019 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf  a adalah sebagai berikut :
a. Pendapatan Rp. 5.197.727.488.242,00
b. Belanja dan Transfer Rp. 5.148.158.519.514,76

Surplus/Defisit Rp.49.568.968.727,24
c. Pembiayaan

Penerimaan Rp. 95.360.252.975,39
Pengeluaran Rp. 0,00

Pembiayaan Netto Rp. 95.360.252.975,39
d. SiLPA Rp. 144.929.221.702,63

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 adalah sebagai berikut :
a. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah

(Rp206.243.554.433,00) dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran Pendapatan setelah perubahan Rp. 5.403.971.042.675,00
2. Realisasi Rp. 5.197.727.488.242,00

Selisih Kurang Rp. (206.243.554.433,00)

b. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja dan Transfer sejumlah
(Rp.351.596.246.613,73) dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran Belanja dan Transfer setelah

Perubahan Rp. 5.499.754.766.128,49
2. Realisasi Rp. 5.148.158.519.514,76

Selisih Kurang Rp. (351.596.246.613,73)

c. Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/Defisit sejumlah
Rp145.352.692.180,24 dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran Surplus/Defisit setelah

perubahan Rp. (95.783.723.453,49)
2. Realisasi Rp. 49.568.968.727,24

Selisih lebih Rp. 145.352.692.180,73

d. Selisih Anggaran dengan Realisasi penerimaan Pembiayaan sebesar
(Rp423.470.478,10) dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran Penerimaan Pembiayaan

setelah perubahan Rp. 95.783.723.453,49
2. Realisasi Rp. 95.360.252.975,39

Selisih Kurang Rp. (423.470.478,10)

e. Selisih Anggaran dengan Realisasi pengeluaran Pembiayaan sebesar
Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan

setelah perubahan Rp. 0,00
2. Realisasi Rp. 0,00

Selisih Rp. 0,00

f. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah
(Rp423.470.478,10) dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran Pembiayaan Netto

setelah perubahan Rp. 95.783.723.453,49
2. Realisasi Rp. 95.360.252.975,39

Selisih Kurang Rp. (423.470.478,10)



5

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada
Pasal 3 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut :
a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp. 95.133.723.453,49
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan

Pembiayaan Tahun Berjalan Rp. 95.167.322.075,39
Sub Total Rp. (33.598.621,90)

c. SiLPA/SiKPA Rp. 144.929.221.702,63
Sub Total Rp. 144.895.623.080,73

d. Koreksi Kesalahan Pembukuan
Tahun Sebelumnya Rp. 33.598.621,90

e. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp. 144.929.221.702,63

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf c per 31
Desember Tahun 2019 sebagai berikut :
a. Jumlah Aset Rp.12.666.838.681.298,94
b. Jumlah Kewajiban Rp. 55.522.968.543,42
c. Jumlah Ekuitas Rp.12.611.315.712.755,52
d. Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Rp.12.666.838.681.298,94

Pasal 6

Laporan Operasional Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d adalah sebagai berikut :
a. Pendapatan Rp. 5.365.916.046.831,45
b. Beban Rp. 4.848.673.573.173,50

Surplus/Defisit Kegiatan Operasional Rp. 517.242.473.657,95
c. Surplus/Defisit dari Kegiatan

Non Operasional (Rp. 14.284.851.107,21)
Surplus/Defisit sebelum pos luar biasa Rp. 502.957.622.550,74

d. Pos Luar Biasa (Rp. 3.338.100.700,00)
Surplus/Defisit-LO Rp. 499.619.521.850,74

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai
berikut :
a. Saldo Kas Awal BUD Per 1 Jan 2019 Rp 95.048.621.963,49
b. Kenaikan / Penurunan Kas Rp. 49.880.447.337,89

Terdiri dari
- Arus Kas Bersih dari Aktivitas

Operasi Rp. 719.036.496.925,24
- Arus Kas Bersih dari Aktivitas

Investasi Rp (669.174.442.695,00)
- Arus Kas Bersih dari Aktivitas

Pendanaan Rp 0,00
- Arus Kas Bersih dari Aktivitas

Transitoris Rp 18.393.107,65
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c. Saldo Kas Akhir BUD Per 31 Des. 2019 Rp 144.911.945.163,38
Terdiri dari :
- Kas di Rekening Kas Umum Daerah Rp. 63.286.428.523,25
- Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 234.146.683,00
- Kas di Bendahara BOS Rp. 26.458.805.517,00
- Kas di Bendahara BLUD Rp. 54.932.564.440,13

d. Saldo Akhir Kas di Bendahara
Penerimaan Rp 17.124.138,00

e. Saldo Akhir Kas Lainnya Rp 2.941.477.900,68
f. Saldo Akhir Kas Rp 147.870.547.202,06

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2019 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1  ayat (1) huruf f adalah sebagai berikut :
a. Ekuitas Awal Rp. 13.322.600.350.718,13
b. Surplus/Defisit LO Rp. 499.619.521.850,74

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar :
c. Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp. 0,00
d. Koreksi Aset Tetap Rp. 5.431.905.000,00
e. Koreksi Nilai Pokok Investasi Non

Permanen Rp. 0,00
f. Koreksi Penyisihan Piutang

Tahun 2019 (Rp 10.923.730,00)
g. Koreksi Penyisihan Investasi Non

Permanen Rp. 0,00
h. Koreksi Nilai Piutang Tahun 2019 Rp 109.237.300,00
i. Koreksi Akumulasi Penyusutan dan

Amortisasi Tahun 2019 (Rp. 216.434.378.383,35)
j. Koreksi Hutang Beban Tahun 2019 Rp. 0,00
k. Koreksi Pendapatan Diterima Dimuka

tahun 2019 Rp. 0,00
l. Koreksi Hutang Jangka Pendek Rp. 0,00
m. Koreksi Jasa Giro Rp. 0,00
n. Koreksi Beban Barang dan Jasa Rp. 0,00
o. Ekuitas Akhir Rp. 2.611.315.712.755,52

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif
maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran

Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut
urusan pemerintahan daerah dan organisasi.
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Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan,
belanja dan pembiayaan.

Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah
menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi,program dan kegiatan.

Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah
untuk keselarasan dan keterpaduan urusan
Pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka
pengelolaan keuangan negara.

b. Lampiran II : Laporan Perubahan SAL.
c. Lampiran III : Laporan Operasional.
d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas.
e. Lampiran V : Neraca.
f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas.
g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan.
h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah.
i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak

tertagih
Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan

dana bergulir
j. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah.
k. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan

pengurangan aset tetap daerah.
l. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap
m. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan
n. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya.
o. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah.
p. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek.
q. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang.
r. Lampiran XIX : Daftar kegiatan – kegiatan  yang  belum sampai

akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun
anggaran berikutnya.

s. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik
Daerah/ Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(2) yaitu Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/
Perusahaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Gubernur menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
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Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 5  Agustus 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH
Diundangkan di Mataram
pada tanggal 5 Agustus 2020

SEKRETARIS  DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT : (6-92/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

H. RUSLAN ABDUL GANI, S.H. M.H.
NIP. 19651231 199303 1 135


